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Sifat : Penting

Lampiran -

Perihal : Penyampaian

Kepada Yth.

Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota
yang melaksankan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

di-

Tempat

1. Dasar Hukum :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan peraturan
pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
undang-undang;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang
Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program
dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

. Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Rl Nomor S-0479/K.BAWASLU/PM.00.00/8/2020 Perihal

Pengawasan Pendaftaran, Penelitian Administarsi dan Penetapan Pasangan Calon;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VI111/2020
Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan,
Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang :

a.

Pasal 47 Ayat 1 mengatur bahwa Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima
imbalan dalam bentuk apapun pada prosespencalonan Gubernurdan Wakil Gubernur, Bupatidan
Wakil Bupati, sertaWalikotadan Wakil Walikota;
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r. Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan; dan
s. Pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 (empat) centimeter x 6 (enam) centimeter
berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta
foto calon ukuran 10,2 (sepuluh koma dua) centimeter x 15,2 (dua belas koma dua)
centimeter atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopy.
(2) Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik
yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan keputusan
kepengurusan Partai Politik yang sah.
(3) Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh bakal calon perseorangan.
(4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dilengkapi:
a.surat pengajuan pengunduran diri bagi calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur,
Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah lain;

b.Surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa;

c. Surat pernyataan berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha
Milik Daerah;

d.Surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi calon yang berstatus
sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Wali Kota;

e.Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau
pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d;
dan

f. Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d sedang diproses oleh pejabat yang
berwenang, yang disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) Hari sejak ditetapkan sebagai calon.

(5) Pasangan Calon menyampaikan salinan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c kepada:

a. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;

b. Pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan

¢. Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.

(6) Surat dari pemimpin redaksi dan bukti iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf el dan huruf f disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota pada saat penyerahan perbaikan dokumen persyaratan calon

(7) Institusi penerima wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h1 meliputi:

a. Pusat kesehatan masyarakat;

b. Rumah sakit; dan/atau

c. Lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditetapkan oleh menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika.

4. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Walikota
serentak lanjutan dalam kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pada:
a. Pasal 5 ayat (1), berbunyi :

1) Pemilihan serentak lanjutan dilaksanakan dengan protocol kesehatan pencegahan dan
pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan memperhatiakan kesehatan dan
keselamatan penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih, dan seluruh pihak yang
terlibat dalam penyelenggara pemiluy;

b. Pasal 49 ayat (1), berbunyi :

1) Tata cara penyerahan dokumen pendaftaran bakal pasangan calon dalam pemilihan serentak
lanjutan dilakukan dilakukan dengan melaksankan protocol kesehatan pencegahan dan
pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk kegiatan penyampaian berkas
sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.

. Berdasarkan peraturan PKPU Nomor 5 tahun 2020 yang mengatur jadwal pendaftaran pasangan calon
mulai tanggal 4 September 2020 sampai dengan 6 September 2020, maka dimohon kepada Bawaslu
Kabupaten/Kota untuk menyampaikan kepada masing-masing partai politik yang akan mengusung
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h. Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan bakal calon pernah/tidak pernah
melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j, yang
dikeluarkan oleh:

1. Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;

2. Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal bakal calon
yang bersangkutan;

3. Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur yang mencalonkan diri di daerah lain yang tidak sesuai dengan domisili,
dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
yang mencalonkan diri di provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili; atau

4. Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota
dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi
yang tidak sesuai dengan domisili;

h1. Bagi bakal calon dengan status pemakai narkotika atau mantan pemakai narkotika

wajib menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian sebagaimana dimaksud dalam

huruf h dengan dilengkapi:

1. Surat keterangan dokter yang merawat pemakai yang bersangkutan bagi bakal calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2e) huruf a;

2. Surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon
yang bersangkutan telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi
bagi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2e) huruf b; atau

3. Salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan
surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon
telah selesai menjalani proses rehabilitasibagi bakal calon sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2e) hurufc;

i. Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari
instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara
sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) huruf k;

j.  Suratketerangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau
secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara
dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai
bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf
l;

k. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi
yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan
persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf m;

|.  Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima
penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang
Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon
menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti
pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf n;

m. Keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat
Wali Kota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau
penjabat Wali Kota sebagai bukti pemenuhan persayaratan calon sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf's;

n. Daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan Pimpinan Partai
Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi calon yang diusulkan oleh Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh bakal calon bagi calon
Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;

o. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

p. Fotokopi ljazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi
yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) hurufc;

g. Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
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pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang
wilayah hukumnyameliputi tempat tinggal calon;

el.Bagi bakal calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam

penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f1 dan ayat (2b), wajib

menyerahkan:

1. Surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang
bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan
Pers, yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara jujur atau terbuka
mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana
dalam penjara dan jenis tindak pidananya dengan disertai buktinya;

2. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
3. Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak

menjalani pidana dalam penjaraberdasarkan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap;

4. Surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan

sebagai pelaku kejahatan yang berulangulang dari:

a) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;

b) Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali
Kota dan Wakil Wali Kota;

c) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur yang mencalonkan diri di daerah lain yang tidak sesuai dengan
domisili dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil
Wali Kota yang mencalonkan diri di provinsi lain yang tidak sesuai dengan
domisili; atau

d) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali
Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu)
provinsi yang tidak sesuai dengan domisili;

f. Bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf g dan ayat (2b), wajib menyerahkan:

1.

d)

surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang
bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan
Pers, yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara jujur atau terbuka
mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya
dengan disertai buktinya;

Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga
permasyarakatan;

Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau
cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon
mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
Surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan
sebagai pelaku kejahatan yang berulangulang dari:

Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;

Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan
Wakil Wali Kota;

Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur yang mencalonkan diri di daerah lain yang tidak sesuai dengan domisili dan
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang
mencalonkan diri di provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili; atau

Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota
dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi
yang tidak sesuai dengan domisili;

g. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hurufi;
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b. Pasal 47 Ayat 5 mengatur bahwa Dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada
proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikotamaka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai
Gubernur,Wakil Gubernur,Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dibatalkan;

Pasal 187B berbunyi Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan
sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada
proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda
paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu milyar rupiah);

Pasal 187C berbunyi Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan
perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai
calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati,
Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling lama 60
(enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

3. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota:
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Pasal 42 berbunyi :

(1) Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota terdiri atas:

a. Surat pencalonan dan kesepakatan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau
para Pimpinan Partai Politik yang bergabung serta Bakal Pasangan Calon, sesuai dengan
tingkatannya, yang menyatakan:

1. Sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

2. Tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang akan didaftarkan;

3. Sepakat antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Bakal Pasangan
Calon untuk mengikuti proses Pemilihan; dan

4. Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota telah sesuai dengan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, dengan menggunakan formulir
Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;

b. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan yang
menyatakan:

1. Mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan

2. Naskah visi, misi dan program PasanganCalon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota telah sesuai dengan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, menggunakan formulir Model B-
KWK Perseorangan beserta lampirannya;

c. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon, sebagai bukti pemenuhan
persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf
f, huruf f1, huruf g, huruf g1, huruf h, huruf o, huruf p, huruf g, huruf r, huruf s, huruf t,
huruf u, huruf v, huruf w, dan ayat (2a) menggunakan formulir Model BB.1-KWK;

d. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilengkapi keputusan
pemberhentian dari pejabat berwenang bagi calon yang berstatus sebagai Anggota KPU,
KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota;

e. Surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon untuk Pasal 4 ayat (1) huruf f dilengkapi
dengan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan
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pasangan calonnya untuk memperhatikan jadwal pelaksanaan pendaftaran pasangan calon terkait
dokumen syarat calon dan pencalonan yang akan diserahkan.

6. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan tersebut di atas, dan sebagai
upaya langkah pencegahan potensi pelanggaran pada Sub Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dengan ini disampaikan Kepada seluruh Bawaslu
Kabupaten/Kota untuk menyampaikan kepada partai politik untuk memperhatikan tata cara,
prosedur dan mekanisme pada sub tahapan pendaftaran pasangan calon sebagaimana yang diatur
dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian penyampaian ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

‘ Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Rl di Jakarta
2. Arsip
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